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ABSTRAK 

 

Benda persediaan sebagai objek jaminan fidusia menjadi suatu pilihan yang cukup 

diminati oleh para pihak dalam perjanjian kredit oleh karena mudahnya proses 

pembebanan fidusia dan memberikan kebebasan bagi debitor untuk tetap 

menggunakan objek jaminan tanpa harus menyerahkan objek jaminan tersebut 

kepada penerima fidusia. Namun beberapa hal menjadi kekahwatiran penerima 

fidusia, jikalau saat eksekusi dilakukan benda persediaan musnah dan tidak lagi 

sesuai dengan nilai yang dijaminkan, dan jikalau benda persediaan tersebut justru 

menyebabkan penerima fidusia yaitu Bank, ikut terlibat dalam suatu tindak pidana 

pencucian uang oleh karena debitor diklasifikasikan sebagai debitor yang berisiko 

tinggi. Dengan munculnya kekahwatiran tersebut, kreditor memberikan batasan 

bagi debitor, dengan membuat klausul ketika pemberi fidusia akan melakukan 

penjualan benda persediaan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari 

penerima fidusia. Padahal apabila ditelaah, klausul tersebut bertentangan dengan 

landasan filosofi munculnya benda persediaan sebagai jaminan fidusia. Sehingga 

meskipun hukum memberikan kebebasan dalam menentukan isi suatu perjanjian, 

namun tidak dapat diartikan klausul persetujuan bank tersebut secara otomatis sah 

dan mengikat para pihak. Klausul persetujuan Bank yang bertentangan dengan 

hukum yang berlaku akan menyebabkan batal demi hukum hanya terhadap 

kalusul tersebut, dengan demikian jual beli yang sah atas benda persediaan antara 

pihak ketiga dan pemberi fidusia, akan melindungi pihak ketiga dari segala gugat 

kebendaan yang diajukan oleh kreditor atas peralihan benda persediaan. 

 

Kata kunci : Kalusul Persetujuan Bank, Benda Persediaan, Jaminan Fidusia 
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ABSTRACT 

 

Inventory as collateral becomes an attractive option to the parties in the credit 

agreement because of the ease of the fiduciary process itself and gives freedom to 

the debtor to use the collateral without giving the object of collateral to the 

creditor. However, there was a problem, when the inventory cannot be executed 

and the value of the inventory no longer fulfil the guaranteed value, and if the 

inventory actually causes the creditor to be involved and committed crime 

especially in a money laundering, because the debtor is classified as a high risk 

debtor. Because of those conditions, the creditor creates a boundary for the debtor 

by making a bank approval clause when the debtor wants to sell the inventory, 

they must obtain the approval from the creditor. When it was interpreted, that 

clause contradicted with the philosophical foundation of the regulation itself. So 

that even when the law gives freedom of contract to the parties, it could not be 

interpreted that clause bound to the parties. The clause that contains the bank's 

consent is against the applicable law will invalidate to that clause only, thus the 

legal relation between third party and debtor will be protected by the law. 
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